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Perihal : Imbauan Memfasilitasi APK dan BK

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2024 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2024tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 TentangPerubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

B. Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Perppu Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang pasal 14 huruf b yang berbunyi :

“memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara”

2. PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e”;

3. PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. reklame;
b. spanduk; dan/atau
c. umbul-umbul.”

4. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d”;
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5. Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :
“(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. selebaran;
b. brosur;
c. pamflet; dan/atau

d. poster.”

C. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka memastikan tahapan
kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan, maka Bawaslu Kabupaten

Tuban Mengimbau KPU Kabupaten Tuban untuk:

1. KPU Kabupaten Tuban agar memperhatikan masa kampanye yang akan berakhir 35

hari lagi atau tanggal 23 November 2024;

2. KPU Kabupaten Tuban agar memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

dalam memfasilitasi Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye;

3. KPU Kabupaten Tuban memberikan pelayanan kepada peserta dengan menjaga

integritas dan profesionalitas dan menerapkan prinsip penyelenggara Pemilu;

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.
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